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Nama   : NUR AIMA 
Nim  : 10400115086 
Fak/Jur  : SYARIAH DAN HUKUM 
Judul   : Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Terhadap  
              Rehabilitasi Mantan Pengguna Narkoba 
Pokok masalah penelitian ini adalah Peranan Dinas Sosial Kabupaten 
Bulukumba Terhadap Rehabilitasi Mantan Pengguna Narkoba. Pokok masalah 
tersebut selanjutnya dijelaskan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan 
penelitian, yaitu: 1) Bagaimana peranan Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi 
mantan pengguna narkoba di Kabupaten Bulukumba, 2) Faktor-faktor apa yang 
menjadi penghambat Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi terhadap mantan 
pengguna narkoba. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis 
penelitian yang menggabungkan antara penelitian normatif dan penelitian 
empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
pengolaan analisis data yang dilakukan dengan melalui 3 tahapan: yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Dinas Sosial dalam upaya 
rehabilitasi mantan pengguna narkoba belum menjalankan perananya dalam 
menerapkan rehabilitasi kepada mantan pengguna narkoba, Dinas Sosial hanya 
melakuan bentuk kerja sama, kemudian melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat, sekolah serta melakukan pembinaan yang proses hukumnya telah 
ditangani oleh pihak kapolres, memberikan rujukan rekomendasi di IPWL untuk 
melakukan proses rehab di bagian LKS (lembaga kesehjateraan sosial). 
Kemudian faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam 
melakukan rehabilitasi terhadap mantan pengguna narkoba, yaitu bangunan dan 
fasilitas dalam Dinas Sosial yang tidak memadai serta keterbatasan tenaga kerja 
yang dimiliki, tidak adanya BNK (badan narkotika kabupaten), tidak adanya 
panti khusus rehabilitasi milik pemerintah  Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. 
Saran dari penelitian ini adalah, Perlunya pembangunan panti khusus 
rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba dan mantan pengguna narkoba, 
perlunya sosialisasi, dan melakukan pertemuan yang rutin antara Dinas Sosial 
dengan instansi atau kantor yang menangani masalah narkoba terkhusus pada 
yang melakukan penanganan rehabilitasi, berperan aktif dalam dalam pemberian 
pelayanan rehabilitasi sosial kepada korban narkoba dan mantan pengguna 
narkoba.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sitem hukum, 
dimana hukum di rumuskan kedalam beberapa unsur-unsur serta beberapa ciri-
ciri yang terkandung didalamnya.1 
Hukum yang di anut oleh Indonesia adalah hukum pidana, definisi dari 
hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang sekaligus sanksi pidana yang dapat 
dijatuhkanya kepada pelaku.2 
Penerapan hukum pidana di Indonesia adalah hukum yang diatur diluar 
KUHP atau hukum yang memiliki Undang-undang khusus, salah satunya yaitu 
tentang narkoba. 
Narkotika diatur dalam Undang-undang khusus karena, hukum ini berada 
di luar KUHP, yaitu hukum pidana khusus yang mencakup atau mengatur 
perbuatan yang dilarang yang tidak terkover oleh hukum pidana kodifikasi 
KUHP. Artinya perbuatan tersebut terlarang karena ada Undang-undang yang 
melarang. Dari ruang lingkup ketentuan hukum pidana di luar KUHP nampak 
jelas bahwa sebagian besar isinya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang 
                                                           
1Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris,Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2014), h.2. 
 
2Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan  (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 6. 
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mempunyai suatu sifat mengatur (regulatory rules).3 Dalam hal tersebut sistem 
penegakan hukum harus diperkuat. 
Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika. Menurut Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 tahun 2009  Narkotika) 
adalah : 
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut dapat 
menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, 
mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan atau adiktif.”4 
 
Seiring dengan berjalanya waktu disertai dengan perkembangan zaman 
Negara Indonesia bisa kita lihat kini dalam keadaan yang kurang aman serta 
mengkhawatirkan. Sebab dengan perkembangan tersebut berbagai macam 
masalah yang muncul sehingga sedikit demi sedikit bisa menghancurkan 
perkembangan bangsa. Masalah yang dimaksud adalah, maraknya pengedaran 
narkoba disertai dengan pemakaian yang semakin meningkat. Hingga sampai saat 
ini hal tersebut sangat ditakuti. 
Narkoba sangat marak dibahas oleh orang-orang, terutama didalam 
masyarakat. Narkoba bisa menjadi bahan ancaman bagi negara jika tidak ada hal 
yang dapat dilakukan untuk pencegahanya. Karena hal tersebut dapat 
menimbulkan efek yang berbahaya, sehingga dapat mengubah pola pikir bagi 
orang yang menggunakan hingga mempengaruhi perasaan pecandu maupun yang 
tidak. 
                                                           
3Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana  (perkembangan 
dan penerapan). (Jakarta : Rajawali pers), h. 55-56. 
 
4M. Amir P. Ali dan Imran Duse, Narkoba Ancaman Generasi mudah (samarinda:  
Gerpana, 2007),h. 30. 
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Pada saat ini, di Indonesia, tingkat penyalahgunaan serta pemakaian 
narkoba kini semakin meningkat. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga 
ditahun 2017 telah mencapai sekitar 3,5 juta orang, dimana 1,4 juta adalah 
pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba. Hal ini 
disampaiakan oleh Diah Utami Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional 
(BNN), dan rata-rata pengguna narkoba yang paling banyak berada diusia 
produktif 24-30 tahun, bahkan pengedaran tersebut menyasar pada perempuan 
dan anak-anak.5 
Khusunya pada Provinsi Sulawesi-selatan, berdasarkan hasil penelitian 
Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia (UI) yang menyebutkan 
jumlah penyalahgunaan narkotika yaitu sebanyak 128 ribu orang. Pada akhir 
tahun 2016 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan merilis 
280 penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi, golongan usia 12-16 tahun 
sebanyak 5,72 %, golongan usia 17-41 tahun sebanyak 86,19 % hingga golongan 
lanjut usia yakni 42-57 tahun sebanyak 1,49%. Dari data ini menunjukkan bahwa 
jumlah pemakai narkoba atau penyalahgunaan narkotika  tidak hanya dikalangan 
anak-anak bahkan pada usia remaja dan usia lanjut.6 
Lebih khususnya yaitu di Kabupaten Bulukumba jumlah pemakai narkoba 
pada tahun 2016, jumlah yang terkait kasus narkoba sebanyak 74 kasus dengan 
127 orang tersangka serta barang bukti yang berhasil diamankan jenis sabu 
sebanyak 72.785 gram sabu dan 2.578 butir jenis obat tramadol. Tentunya hal ini 
                                                           
5
 https://m.liputan6.com/news/read/3750000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-
35-juta-orang-pada2017#  diakses pada tanggal 15 februari 20:25 wita 
6
 https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8472/1/Asrul. diakses pada tanggal 15 februari 




menjadi perhatian bersama-sama dalam menyelamatkan generasi muda dari 
bahaya narkoba.7 
Undang-undang Republik Indonesia mengenai narkoba yang diatur dalam 
UU Narkotika No.35 Tahun 2009. Dimana didalamnya diatur berbagai macam 
tindak pidana diantaranya, upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang 
dimana harus melalui adanya ancama pidana denda, pidana penjara, pidana 
seumur hidup, dan pidana mati. 
Mengenai narkotika dengan UU No.35 tahun 2009 dimana Undang-
undang tersebut memberlakukan ketentuan pidana penjara disertai dengan pidana 
denda disetiap kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan narkoba, serta 
pemberian hukuman berat terhadap pengedar. Serta mewajibkan setiap pemakai 
dalam melakukan atau menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 
terdapat dalam Pasal 54. 
Dalam UU No.35 Tahun 2009 Bab IX Pengobatan dan Rehabilitasi, 
mengatur tentang bagaimana pemanfaatan narkoba untuk melakukan kepentingan 
pengobatan terhadap kesehatan. Namun disamping itu, meskipun dalam 
pencantuman Undang-undang telah dituliskan mengenai pemanfaatan narkoba, 
kenyataanya banyak orang yang melakukan pemakaian narkoba secara tidak 
sewajarnya, memakai dengan sangat berlebihan sampai-sampai pengguna sangat 
terpacu  dan hidup digantungkan dengan obat terlarang itu. Sehingga apabila 
pemakai tidak dapat menemukan obat tersebut bisa saja pengguna mengalami 
                                                           
7
 Rahmat fajar, Jumlah Pengguna Narkoba di Bulukumba, dimuat pada halaman 
http://RadarSelatan.co.id/2017/jumlah-pengguna-narkoba -di-bulukumba . diakses pada tanggal 




depresi yang parah, psikologinya terganggu sampai mengalami gangguan jiwa 
hingga meninggal dunia. 
Selain mengatur masalah pemanfaatan, dalam UU No. 35 tahun 2009 Bab 
IX Pasal 54  juga mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi, dimana para 
mantan pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
Menyangkut dengan pembahasan narkoba, didalam mengatasi masalah 
tersebut terdapat suatu lembaga yang bisa menangani  para pengedar dan 
pemakai dari jenis obat terlarang ini yaitu BNN ( Badan Narkotika Nasional ). 
Tugas dari lembaga ini adalah melaksanakan suatu tugas pemerintahan di bagian 
bidang pencegahan, pemberentasan, penyalahgunaan serta peredaran gelap dari 
psikotropika dan bahan adiktif lainya. 
Pemerintah serta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
mengeluarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan yang 
dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana dalam UU Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika Bab XV Ketentuan Pidana ini adalah : 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 
memiliki, memyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I 
dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12  (dua belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
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2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, 
menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp.8000.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah) 
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar atau, menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp800,000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 
mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I atau memberikan 
Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
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dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).8 
Berdasarkan dari data Kementrian Sosial yang sesuai dengan pokok, 
Kementrian Sosial melaksanakan pengadaan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan 
pada tahun 2017 melalu APBN terhadap 15.430 orang pencandu narkotika. 
Dalam kegiatan rehabilitasi para pencandu diberikan berbagai macam-macam 
bentuk perawatan seperti diantaranya, rawat inap sebanyak 2.500 orang dan 
pecandu dan rawat jalan sebanyak 12.930 orang. Hal tersebut dilakukan agar para 
pencandu dapat menerima pelayanan yang mampu memberikan sedikit 
pertolongan bagi dirinya.9 
Tetapi kita lihat sekarang ini Peran Dinas Sosial sebagai suatu wadah 
yang tepat dalam melakukan suatu pembinaan mengenai rehabilitasi sosial 
terhadap mantan pengguna narkoba belum berjalan dengan semestinya, karena 
bisa kita  lihat sekarang ini makin banyak mantan pengguna narkoba yang masih 
belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi, sedangkan tempat atau wadah yang 
tepat untuk melakukan semua itu selain BNN adalah Dinas Sosial.10  
Maka dari itu untuk pemberian pelayanan rehabilitasi sosial didalam panti 
pemerintah atau dengan pemerintah daerah serta lembaga kesehjateraan sosial, 
maka perlu tahap rehabilitasi sosial dalam jangka paling singkat 3 (tiga) bulan, 
                                                           
8Undang-undang Nomor  35 Tahun 2009Tentang Narkotika. 
9 http://www.kemsos.go.id./berita/kemensos-rehab-15430-mantan-penyalahgunaan-
napza. diakses pada tanggal  11 oktober  2018 pukul 12:10 wita 
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dan paling lama 12 (dua belas) bulan.11 Residen atau pasien yang datang secara 
suka rela untuk di rehabilitasi akan deberikan 3 tahapan perawatan yang diawali 
dengan rawat inap dengan waktu 3 bulan, dilanjutkan dengan rawat jalan dan 
asemen lanjutan.12 
Dengan adanya penerapan yang diterapkan dalam lingkungan dinas sosial 
tersebut, maka para mantan pengguna narkotika dapat terbantu dan tertolong 
dalam melakukan proses pemulihan jati diri, meski sepenuhnya belum tentu 
senormal seperti dulu. 
Sesuai dengan isi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, didalamya sudah dijelaskan bahwa untuk 
mewujudkan suatu kehidupan yang layak dan bermanfaat, serta memenuhi hak 
atas kebutuhan suatu dasar warga negara demi tercapainya suatu Kesejahteraan 
Sosial, maka negara menyelenggarakan suatu pelayanan dan pengembangan 
kesejahteraan sosial secara terarah dan berkelanjutan. Dengan adanya 
penyelenggaraan ini maka kemungkinan warga negara bisa sedikit tertolong.13 
Dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, didalamnya juga disebutkan pada Bab 1 
ketentuan umum. Ayat (1) Rehabilitasi Sosial. Pasal ayat (3) bahwa Rehabilitasi 
Sosial adalah dimana suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk 
                                                           
11Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 2017, Tentang  Standar 
Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Penyalahgunaann Narkotika, Psikotropika, dan 
Zat Adiktif Lainya. 
12Rasdiana, “ Jurisprudentie Volume 5, No 2 (2018) “, Efektivitas Pelaksanaan 
Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi 
Gorontalo, htpp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie, diakses tanggal 18 februari 
2019 jam 16:16 wita. 
13Bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 
Tentang Kesehjatraan Sosial. 
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memungkinkan seseorang mampu melaksanakan suatu fungsi sosialnya secara 
wajar dalam kehidupan masyarakat.14 
Maka dari itu terkait dengan pembahasan Kesejahteraan Sosial, maka 
menurut Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 49 Tahun 2016Bab III 
tentang Tugas dan Fungsi, bagian ke satu : 
a. Dinas Sosial memiliki peran yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan 
dibidang kesehjateraan,pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial. 
b. Dinas sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi salah satunya yaitu : Penyelenggaraan kegiatan 
pelayanan dibidang kesehjateraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi 
sosial.15 
Sedangkan pada tingkat daerah terutama khusus pada Provinsi Sulawesi 
Selatan tepatnya pada Kabupaten Bulukumba, Bupati Bulukumbah telah 
mengeluarkan peraturan Nomor 78 Tahun 2016 yang menurut peraturan tersebut 
terkait tentang susunan organisasasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten 
Bulukumba. Dalam susunan tersebut peraturan daerah memberikan salah satu 
tugas dan tanggung jawab kepada Dinas Sosial dalam mengatasi salah satu 
masalah yaitu narkotika. 
Terkait dengan pembagian susunan kerja dalam setiap bidang. Pada 
bagian ke empat terdapat Bidang Rehabilitasi Sosial pasal 13 dimana seorang 
Kepala Bidang  mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka tugas 
                                                           
 14Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan 
Sosial. 
15
  Penjelasan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 49 Tahun 2016 Bab III bagian 
Kesatu, tentang Kedudukan, SususnanOrganisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial 
Kabupaten Aceh Barat Daya. 
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Kepala Bidang Rehabilitasi salah satunya adalah melaksanakan koordinasi 
kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, NAPZA 
dan HIV-AIDS.16 
Berdasarkan dari hasil uraian diatas, terkait dengan permasalahan 
narkotika serta berbagai macam peraturan per Undang-undang yang didalamnya 
memberikan hak wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah terkhusus ke 
Dinas Sosial dalam peranan rehabilitasi mantan pengguna narkotika. 
Maka saya selaku penulis mengangkat dan membahas judul yang terkait 
tentang “PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA 
TERHADAP REHABILITASI MANTAN PENGGUNA NARKOBA’ 
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Skripsi ini berjudul “Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba 
Terhadap Rehabilitasi Mantan Pengguna Narkoba”. Adapun fokus penelitian 
dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penerapan program Rehabilitasi 
yang di terapkan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba terhadap mantan pengguna 
narkoba. 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun deskrifsi fokus, yaitu : 
1. Mantan pengguna narkoba (selfefficacy) adalah orang yang telah sembuh 
dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.17 
                                                           
16Penjelasan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 78 Tahun 2016 Pasal 13 ayat 1, 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi  dan Tata Kerja Dinas Sosial 
Kabupaten Bulukumba. 
17Penjelasan  pasal 58 Undang-undang  Nomor 35 tahun 2009 TentangNarkotika. 
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2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, 
baik fisik, mental maupun sosial, agar penyalah guna narkoba dapat 
kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan 
baik dan dapat bertanggung jawab.18 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan 
yang akan diteliti adalah: 
1. Bagaimana Peranan Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi mantan 
pengguna narkoba di Kabupaten Bulukumba? 
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam melakukan 
rehabilitasi terhadap mantan pengguna narkoba? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam tinjauan ini penulis akan memberikan penjelasan tentang masalah 
pokokyang akan diuji dengan beberapa teori yang ada dalam literatur UU yang 
digunakan. 
Adapun permasalahan yang penulis  angkat dalam penulisan skripsi 
tersebut yaitu peranan dinas sosial kabupaten bulukumba terhadap rehabilitasi 
mantan pengguna narkoba. 
Adapun beberapa buku yang digunakan dalam penulisan ini : 
1. Buku yang berjudul Bahaya Narkoba Tata Cara Merehabilitasi Pecandu 
Narkoba, penulis  Setiyawati dkk, buku ini membahas tentang sejarah 
                                                           
18
 Suyadi, Mencegah Bahaya penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan 
Karakter Bangsa, (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 26. 
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narkoba, bentuk penyalah gunaan narkoba serta rehabilitasi dalam 
pengguna narkoba. 
2. Buku yang berjudul Narkoba ancaman generasi mudah, penulis M.Amir 
 P.Ali dan Imran Daus, buku ini membahas bagaimana Narkoba sangat 
membawa dampak buruk bagi sipemakai yang dapat mempengaruhi 
kesehatan mentalnya. 
3. Hardimansyah, Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Penyalagunaan 
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ( NAFZA) Di Provinsi Lampung. 
Skripsi ini membahas tentang bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam 
Melakukan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat 
adiktif ( NAFZA). Sedangkan penulis membahas tentang Peranan Dinas 
Sosial Kabupaten Bulukumba Terhadap Rehabilitasi Mantan Pengguna 
Narkoba. 
E. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Sosial dalam upaya Rehabilitasi 
Mantan pengguna Narkoba. 
b. Untuk mengetahui Faktor apa yang menjadi penghambat Peranan Dinas 
Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Mantan pengguna Narkoba. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan akan menghasilkan 
kegunaan yang dapat bermanfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan 
serta bahan kajian hukum dan berguna dalam menambah dan memperluas ilmu 
pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini juga 
diharapkan dapat memberikan konstribusiserta masukan bagi pelaksana 
penelitian dibidang yang samaserta masukan bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Terhadap 
Rehabilitasi Mantan Pengguna Narkoba.  
2. Manfaat praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 
Rehabilitasi Sosial bagi Mantan Pengguna Narkoba. 
b. Dapat memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum 
Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan narkoba. 
c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin 
mengkaji secara mendalam tentang implementasi peranan Dinas Sosial 





A. Tinjauan Umum Dinas Sosial 
1. Pengertian Dinas Sosial 
Dinas Sosial adalah unsur pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi 
kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris 
Daerah. 
2. Tugas Dinas Sosial 
Tugas dari Dinas Sosial adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah 
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembautan dibidang sosial. Salah 
satu tugas  dinas sosial pada Bidang  Rehabilitasi Sosial adalah 
1. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun program dan 
kegiatan, membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan 
rehabilitasi sosial. 
2. Untuk melaksanakan tugas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
maka uraian tugas jabatan Kepala Bidang rehabilitasi Sosial adalah 
sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas. 
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan 
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer. 
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c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan. 
d. Melaksanakan koordinasi kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Seksi 
Rehabilitasi Tuna Sosial, NAFZA dan HIV-AIDS. 
e. Malaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan korban tindak 
kekerasan pekerja migran dalam melakukan rehabilitasi sosial. 
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
3. Fungsi Dinas Sosial 
Untuk melaksanakan suatu tugas, maka Dinas Sosial menyelenggarakan 
beberapa fungsi yaitu : 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial. 
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial. 
c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang sosial.. 
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang sosial. 
e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis 
(UPT) dinas. 






4. Dasar Hukum Terbentuknya Dinas Sosial 
a. Menurut Peraturan Daerah 
Pembentukan Dinas Sosial dibentuk melalui Peraturan Daerah nomor 14 
tahun   
 2016 yang membahas tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah  
 serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas  
 penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan,  
 agar berdaya guna dan berhasil guna maka perlu untuk menyusun dan  
menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja  
Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. 19 
b. Menurut Peraturan Bupati  
Dasar hukum pembentukan Dinas Sosial, dibentuk melalui peraturan Bupati 
Bulukummba terdapat pada Nomor 78 tahun 2016 yang membahas tentang 
kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial 
Kabupaten Bulukumba. 20 
B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi 
1. Pengertian Rehabilitasi Sosial dan Tujuan  
Rehabilitasi sosial berasal dari dua kata “re” yang berarti kembali dan 
“habilitas” berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi adalah 
mengembalikan kemampuan. 
                                                           
19Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 78 tahun 2016, tentang Kedudukan Tugas dan 
Fungsi  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. 
20Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 78 tahun 2016, tentang Kedudukan Tugas dan 
Fungsi  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. 
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Rehabilitasi merupakan usaha untuk mengembalikan kemampuan dalam 
menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan obat terlarang 
dalam suatu lembaga tertentu, sehingga para korban diharapkan dapat kembali di 
lingkungan masyarakatnya atau dapat belajar dan bekerja dengan layak. 
Tujuan dari Rehabilitasi Sosial ini adalah agar para pecandu dan mantan 
pengguna narkoba tidak memakai kembali dan bebas dari penyakit ikutan seperti 
kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal hati dan lain-lain), 
kerusakan mental, perubahan karakter dari positif kearah negative, asocial, 
penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, Sifilis dan lain-lain yang 
disebabkan oleh bekas pemakai narkoba.21 
2. Bentuk Rehabilitasi Sosial 
a. Motivasi dan diagnosis psikososial 
b. Perawatan dan pengasuhan 
c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan  
d. Bimbingan mental spiritual 
e. Bimbingan fisik 
f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial 
g. Pelayanan aksebilitas  
h. Bantuan dan asistensi sosial 
i. Bimbingan resosialisasi 
j. Bimbingan lanjut 
                                                           
21Setiyawati, dkk, Bahaya Narkoba (tata cara merehabilitas pecandu Narkoba), 




3. Tahapan Rehabilitasi Sosial  
Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA 
dilaksanakan dengan tahapan: 
a. Pendekatan awal 
       Pendekatan ini dilakukan melalui Sosialisasi dan konsultasi, motivasi, 
seleksi dan penetapan, penerimaan. 
b. Pengungkapan dan pemahaman atau asesmen 
      Merupakan kegiatan mengumpukan, menganalisis, dan merumuskan masalah, 
kebutuhan,potensi, dan sumber yang meliputi aspek fisik, sosial, spiritual dan 
budaya yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial. 
c. Pemecahan masalah atau intervensi 
      Merupakan pelaksanaan rencana  pemecahan masalah Pecandu dan Korban 
Penyalahgunaan NAPZA. Melalui bimbingan fisik, bimbingan sosial, 
bimbingan psikologi, bimbingan mental spiritual, bimbingan vokasional, 
pelayanan aksesibilitas, rujukan. 
d. Resosialisi 
      Merupakan kegiatan menyiapkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan 
NAPZA penerima pelayanan untuk diterima kembali di lingkungan keluarga 
dan lingkungan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam 
masyarakat. 
 
                                                           
22Undang-ndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang  kesehjatraan 
Sosial, Bab III, Pasal 5. 
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e. Terminasi  
       Merupakan kegiatan pengakhiran Rehabilitasi  Sosial kepada pecandu dan 
Korban Penyalahgunaan Napza penerima layanan. 
f. Pembinaan Lanjut meliputi 
      Penguatan potensi diri dan pemeliharaan pemulihan, informasi dan 
konsultasi, bimbingan kerja, akses layanan pendidikan, usaha ekonomi, 
pendampingan perseorangan atau kelompok, dan penguatan keluarga dan 
lingkungan masyarakat sekitar. 
4. Kriteria yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial  
1.  Rehabilitasi Sosial diberikan kepada seseorang yang mengalami suatu   
 kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial 
dan penyimpangan perilaku, hingga memerlukan perlindungan khusus  
yaitu: 
a. Penyandang cacat fisik 
b. Penyandang cacat mental 
c. Tuna susila 
d. Gelandangan 
e. Pengemis 
f. Mantan penderita penyakit kronis 
g. Mantan narapidana 
h. Mantan pecandu narkotika 
i. Mantan psikotik 
j. Pengguna psikotropika sindroma ketergantungan 
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k. Orang dengan Human Immunnodeficiency Virus/Acquired Immuno   
Deficiency syndrome 
l. Korban tindak kekerasan 
m. Korban bencana 
n. Korban perdagangan orang 
o. Anak terlantar; dan 
p. Anak dengan kebutuhan khusus.23 
Menurut Zatrow, menjabarkan secara singkat bahwa pemberian area 
penanganan bidang kesehjahtraan sosial adalah : 
a. Mencarikan tempat tinggal bagi anak-anak yang tidak mempunyai orang tua 
b. Merehabilitasi orang-orang yang kecanduan alkohol dan narkoba. 
c. Membantu mereka yang mengalami emosional 
d. Menjadikan hidup para lansia menjadi lebih bermakna. 
e. Menyediakan rehabilitasi vokasional bagi mereka yang menderita cacat 
mental ataupun cacat fisik. 
f. Membatu orang miskin agar dapat memenuhi  kebutuhan keuangan mereka. 
g. Merehabilitasi remaja dan orang-orang dewasa yang melakukan penggaran 
hukum. 
h. Mengakhiri berbagai jenis tekanan dan diskriminasi. 
i. Menyediakan layanan penitipan anak (child-care) untuk orang tua yang 
bekerja di luar rumah. 
                                                           
23Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 2017, Tentang  Standar 
Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Penyalahgunaann Narkotika, Psikotropika, dan 
Zat Adiktif Lainya. 
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j. Melawan kekerasan dalam keluarga, termasuk penganiayaan anak dan juga 
pasangan hidup (bukan sekedar penganiayaan terhadap perempuan saja, tetapi 
terhadap pasangan hidup, baik istri maupun suami). 
k. Memenuhi kebutuhan kesehatan dan bantuan hukum bagi mereka yang 
mengalami kesulitan keuangan. 
l. Melakukan konseling terhadap individu dan kelompok yang mengalami 
berbagai macam kesulitan personal dan Sosial (personal and social 
difficulties). 
m. Menyediakan layanan bagi orang menderita HIV/AIDS (ODHA= orang 
dengan HIV/AIDS) dan keluarga ataupun teman-teman mereka (OHIDHA= 
orang yang hidup dengan mereka yang menderita HIV/AIDS). 
n. Menyediakan layanan rekreasuonal dan kegiatan diwaktu senggang 
(recreational anf leisure-time services)untuk berbagai kelompok usia. 
o. Mendidik dan melakukan sosialisasi terhadap anak yang menderita gangguan 
kongnitif ataupun mereka yang mempunyai kelainan emosional. 
p. Memberikan layanan terhadap keluarga yang tertimpa bencana alam, seperti 
kebakaran hutan dan angina topan. 
q. Menyediakan perumahan yang memadai bagi mereka yang tidak mempunyai 
tempat tinggal. 
r. Menyediakan program yang mendukung dan memperkaya pertumbuhan dan 
perkembanaganseorang anak hingga menjadi dewasa. 
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s. Menyediakan pelatihan vokasional dan kesempatan kerja bagi mereka yang 
belum terampil dan belum bekerja.24 
2.  Perbedaan antara rehabilitasi pecandu narkoba dan rehabilitasi      
mantan pengguna narkoba. 
Pada proses rehabilitasi antara pecandu narkoba dan mantan pengguna 
narkoba, pelayanan rehabilitasi dibagi menjadi dua yaitu, rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. 
a. Rehabilitasi pada pecandu narkoba 
Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu 
untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba. Pada 
pecandu yang memulai awal penangan, maka pecandu tersebut harus 
dibersihkan dari racun yang diakibatkan dari pemakaian narkoba penanganan 
ini berlangsung selama 2 minggu. 
Kemudian pada pecandu narkoba diberikan rehabilitasi berkelanjutan, 
rehabilitasi berkelanjutan adalah tahapan bina lanjut (after care) yang 
merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi penyalahguna  
atau pecandu narkoba pasca menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis 
dan sosial). 
Tahapan bina lanjut ini merupakan bagian dari integral dalam rangkaian 
rehabilitasi ketergantungan terhadap  narkoba serta tidak dianggap sebagai 
bentuk terapi yang berdiri sendiri, hal tersebut berkaitan dengan pemahaman 
                                                           
24
 Isbandi Rukmianto Adi, kesehjatraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial 





umum bahwa setelah pecandu menjalani program rehabilitasi ditempat 
rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi 
sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normative, mandiri, dan produktif. 
Ketentuan waktu rehabilitasi paling cepat 3-6 bulan, paling lama 12 bulan, 
namun pemberian rehabilitasi ini terkadang waktu yang ditentukan tidak 
memnentu terkadang ada yang menjalani rehab lebih dari 1 tahun, hal 
tersebut disebabkan tergantung dari kesembuhan pasien. 
b. Rehabilitasi mantan pengguna narkoba 
 Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, 
mental maupun sosial, agar bekas atau mantan pecandu narkoba dapat 
kembali melakukan atau melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan 
masyarakat. Rehabilitasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
proses rehabilitasi berkelanjutan. 
Pelaksanaan program pasca rehabilitasi ini sangat perlu dilakukan agar 
mantan penyalahgunaan narkoba atau mantan pengguna narkoba dapat 
kembali hidup ditengah-tengah masyarakat  secara normatif, produktif, serta 
mandiri dan dapat berpungsi secara sosial, sehingga dapat mengurangi sigma 
negative dari masyarakat terhadap mantan penyalahgunaan narkoba serta 
dapat menambah dukungan masyarakat rerhadap proses pemulihan. 
Ketentuan waktu rehabilitasi paling cepat 3 bulan dan palin lama 12  bulan 
atau 1 tahun. 
Maka dalam ketentuan ini untuk rehabilitasi dalam ketentuan waktunya 
sama antara pecandu narkoba dan mantan pengguna narkoba, bentuk pemberian 
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rehabilitasi sama-sama membutuhkan rehabilitasi berkelanjutan,tetapi pecandu 
narkoba masih membutuhkan pendampingan khusus.25 
C. Tinjauan Umum Mantan Pengguna Narkoba 
1. Pengertian mantan pengguna narkoba  
Dalam kamus ilmiah yang popular, secara bahasa disini mantan diartiakan 
sebagai bekas.26 
Jadi pengertian dari mantan pengguna narkoba ini adalah dimana 
sesorang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik 
dan psikis.27 
Berhenti memakai, mengkomsumsi semua jenis zat yang dapat 
memberikan efek yang menjadikan seseorang ketergantungan pada obat tersebut. 
Dalam hal tersebut dimana mantan yang dimaksud benar-benar tidak lagi dan 
berhenti menggunakan narkoba lagi, meskipun dirinya harus berjuang  dengan 
adversity yang dapat dialami meski tidak memakai lagi. 
3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan resiliensi pada mantan 
pengguna narkoba. 
Adapun faktor yang terkait dalam pengaruh perkembangan resiliensiasi 
ini adalah dimana terdapat perpaduan antara faktor  protektif internal dan faktor 
proktektif ekternal. Faktor protektip yang internal sebagaimana yang dimaksud 
adalah dimana faktor ini menimbulkan adanya rasa percaya diri, kemandirian, 
keterampilan sosial, keyakinan mengatasi masalah, Tujuan dan makna hidup 
                                                           
25Haerana,  Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kota Makassar, 
Jurnal, Universitas Muhammadiyah Makassar, diakses pada tanggal 18 februari 2019 jam 19:26 
wita. 
26Piua A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, hlm.436. 
27Penjelasan  pasal 58 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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yang jelas, reaksi emosional (temperamen) yang fositif. Sedangkan yang 
dimaksud faktor protektif ekternal adalah yang berperan yang dapat menjadikan 
mantan si pemakai narkoba ini menjadi individu yang resilien.28 
D. Ruang Lingkup Narkoba 
1. Pengertian Narkoba  
Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan 
tanaman, baik itu sinetis maupun semisintetis, yang dapat menimbulkan suatu 
penurunan atau dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, 
dan dapat menimbulkan suatu ketergantungan.29 
Selain narkoba istilah Menurut Kementrian  Kesehatan Republik 
Indonesia adalah NAPZA yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat 
adiktif. 30 
Menurut WHO : semua jenis zat padat, cair bahkan gas yang dimasukkan 
kedalam tubuh yang dapat menyebabkan perubahan fungsi serta struktur tubuh 
yang secara fisik maupun pisikis tidak termasuk jenis makanan, air serta oksigen 
dimana dibutuhkan fungsi tubuh yang normal. 
Menurut Wresniwiro, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat 
mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut bekerja 
mempengaruhi saraf sentral. 
                                                           
28Putri Utami, Resilensi Pada Mantan Pengguna Narkoba,Skripsi Thesis, Universitas 
Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2014, Diakses pada tgl 24 Desember 2018 pukul 12:15 
wita. 
29Hadiman, Pengawasan serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam 
Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba, (Balai Pustaka, 2005), h. 69. 
30Daru wijayanti, Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba, (Yogyakarta: 
Indolestari, 2016), h.5. 
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Menurut Jackobus, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 
menyebabakan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilanagkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.  
2. Penggolongan Narkoba 
1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif 
sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. didalamnya terdapat 65 jenis 
narkotika. 
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat 
tetapi bermanafaat untuk pengobatan dan penelitian. didalamya terdapat 86 
jenis narkoba. 
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif 
ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. terdapat 
14 jenis. 
Dari ke tiga jenis golongan diatas terdapat golongan yang mempunyai 
banyak jenis yaitu Narkotika golongan II dengan angka 86 jenis narkoba.31 
3. Jenis-jenis Narkoba ( Napza) 
a. Narkotika  
Narkotika ini berasal dari sebuah bahasa yunani yaitu narkotika yang 
diartikan dalam bahasa medis yaitu lethargy, keadaan sesorang ini berada di 
dalam keadaan lesu, lemah, letih serta kelelahan.Dalam Undang-undang No 35 
                                                           
31Setiyawati, dkk,Bahaya Narkoba (sejarah narkoba),(Surakarta : PT.Tirta Asih 





tahun 2009 tentang Narkotika,ada beberapa jenis tanaman  yang masuk kedalam 
golongan Narkotika adalah tanaman paper, opium mentah, opium masak seperti 
candu, jicing, jicingko, opim obat, morfina tanaman koka, daun koka, kokaina 
mentah. Dari berbagai tanaman itulah sehingga orang-orang mampu 
mendapatkan sejenis obat terlarang itu. 
b. Psikotropika 
Jenis psikotropika ini masuk kedalam golongan obat yang kerastertentu, 
menurut Undang-undang Republik Indonesi Nomor 5 tahun 1997 tentang definisi 
dari obat psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintetis bukan dengan 
narkotika yang bersifat psikoaktif, yang dapat menyebabkan perubahan aktivitas 
mental  dan perilaku serta menimbulkan suatu ketergantungan psikis dan fisik 
bila tanpa pengawasan. 
c. Zat adiktif 
Zat adiktif adalah jenis bahan tetapu bukan narkoba atau psikotropika 
yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya baik dalam bentuk 
psikologisnya atau fisiknya. Misalnya alcohol,rokok,cofein. 
Berdasarkan dari hasil proses pembuatanya dibagi menjadi 3 golongan : 
1) Alami yaitu suatu jeniz zat yang diambil langsung dari alam tanpa adanya 







e) Opium  
2) Semi sintetis yaitu suatu jenis zat yang di olah sedemikian rupa dengan 









Dari beberapa jenis narkoba diatas, itu semua tergolong obat yang 
mengandung zat yang berbahaya, sehingga narkoba tersebut membawa dampak 
pengaruh yang buruk bagi kesehatan tubuh, adapun pengaruh dari narkoba itu 
adalah: 
1) Depresan 
Pengaruh ini dapat menekan dan memperlambat systemsaraf pusat, 
sehingga memeberikan dampak buruk karena dapat mengurangi fungsional 
bagi tubuh. Dapat membuat si pemakai merasa tenang, memberikan rasa 
nyaman, rasa melambung tinggi. 
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Pengaruh ini dapat merangsan systemsaraf pusat dan dapat meningkatkan 
ke gairahan bagi tubuh (segar dan bersemangat) serta kesadaran. Jenis obat 
ini dapat bekerja sebab dapat mengurangi rasa kantuk karena lelah, 
mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah serta 
pernafasan. 
3) Halusinogen 
Jenis ini dapat mengubah ransangan pada indera yang jelas serta merubah 
perasaan dan pikiran sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kesan yang 
bersifat palsu atau berhalusinasi yang tinggi 33 
4. Bahaya yang ditimbulkan bagi pemakai narkoba 
a. Menyebabkan otak serta syaraf dipaksa untuk bekerja di luar dari kemampuan 
yang seharusnya tidak dalam keadaan yang sewajarnya. 
b. Menyebabkan suatu peredaran dara serta jantung disebabkan karena 
pengotorana darah oleh zat-zat yang memili efek yang keras, sehingga 
jantung di rangsang untuk bekerja dengan sewajarnya. 
c. Sistem pernapasan tidak akan berfungsi dan bekerja dengan baik sehingga 
dapat mengalami kelelahan dengan cepat. 
d. Penggunaan yang berlebihan dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan 
menimbulkan kematian yang mengenaskan. 
                                                           
33Juliana lisa Fr dan Negah Sutrisnah W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa, 
(Cet.1; Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 22. 
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e. Menimbulkan ketergantungan baik secara rohani maupun jasmani hingga 
timbulnya keadaan yang serius karena kehabisan obat 
f. Menimbulkan perselisihan dalam keluarga, sebab menyalahgunakan narkoba 
akan berdampak pada suatu keluarga 
g. Membawa kerugian pada bidang pendidikan, adanya pengaruh antar sesama 
teman.34 
5. Faktor Penyebab Penggunaan Narkoba 
Manusia akan selalu dihadapkan dengan masalah sosial, masalah sosial 
pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, masalah yang 
dihadapi oleh manusia masing-masing berbeda, seperti penggunaan narkoba, hal 
tersebut masuk kedalam masalah sosial, masalah sosial dikategorikan menjadi 
beberapa jenis faktor yaitu : 
1. Faktor Ekonomi, antara lain: kemiskinan, pengangguran 
2. Faktor Budaya, antara lain: perceraian, kenakalan remaja 
3. Faktor Biologis dan faktor Psikologis.35 
Dari beberapa jenis masalah sosial, maka dapat menimbulkan faktor yang 
dapat memicu dalam penggunaan atau penyalahgunaan narkoba adalah : 
a. Faktor individu  
Setiap individu memiliki tingkat perbedaan, apalagi dalam penggunaan 
narkoba, faktor individu ini dipengaruhi oleh faktor kepribadian dan faktor 
konstitusi. Beberapa hal yang bisa menjadi penyebab penggunaan narkoba yaitu :  
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 Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha 
Pencegahan dan Penanggulanganya, (Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011.Diakses tgl 25 
Desember 2018 pukul 22:18 wita. 
35




1. Adanya keinginan yang besar untuk mencoaba, tanpa sadar atau berpikir 
panjang dampak yang akan ditimbulkan 
2. Adanya keinginan untuk bersenag-senang 
3. Adanya pengaruh untuk mengikuti trend atau gaya 
4. Keinginan untuk diterima dalam lingkingan atau kelompok 
5. Adanya keinginan menghindari rasa bosan, masalah dan kesusahan hidup 
6. Pengertian yang salah bahwa menggunakan sekali-kali tidak akan 
menimbulkan ketagihan 
7. Tidak dapat berkata tidak terhadap narkoba 
b. Faktor lingkungan 
Faktor lingkungan meliputi : 
1. Lingkungan Keluarga, adanya hubungan yang retak antara ayah dan ibu, 
komunikasi yang kurang terjaga dan efektif antara orang tua dan anak, dan 
kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang dapat 
mendodrong seseorang pada gangguan penggunaan zat. 
2. Lingkungan Sekolah, sekolah yang kurang disiplin, jaraknya yang dekat 
dari tempat hiburan, kurang memberikan kesempatan terhadap siswa untuk 
mengembangkan diri secara kreatif dan positif, serta adanya murid sekolah 
yang menggunakan narkoba sehingga hal tersebut merupakan faktor 
kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba. 36 
3. Lingkungan teman sebaya, adanya kebutuhan akan adanya teman sebaya 
mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. 
                                                           
36Daru Wijayanti, Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba, (Yogyakarta: 
Indoliterasi, 2016), h.21. 
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Terkadang yang menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting 
bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang 
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A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang 
menggabungkan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Pada 
penelitian tersebut selain disebut hukum normatif juga disebut sebagai penelitian 
hukum doctrinal. Dalam penelelitian ini, sering kali hukum ini di konsepsikan 
sebagai apa yang telah tercantum dan  tertulis dalam peraturan perundang-
undangan (law in book) atau suatu hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah 
atau norma yang menjurus pada perilaku masayarakat terhadap apa yang 
dianggap pantas. Law in book merupakan hukum yang semestinya berjalan sesuai 
apa yang di harapakan atau apa yang di inginkan, keduanya selalu berbeda, yang 
artinya hukum yang ada dalam buku sering berbeda terhadap hukum yang ada 
dalam kehidupan masyarakat.38 
Penelitian hukum empiris ini adalah suatu bentuk metode penelitian 
hukum yang memiliki fungsi dalam melihat hukum, dalam artian nyata dan 
meneliti bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat.  Penelitian 
hukum empiris ini  juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau 
disebut pula dengan penelitian lapangan. Hal ini dapat dikatakan bahwa 
                                                           
38
 Jonaedi Efendi, dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif  dan Empiris, ( Depok 
Prenanedia Grup, 2016), h. 123. 
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penelitian hukum yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang terjadi didalam 
masyarakat, baik dalam badan hukum maupun dari badan pemerintah. 
Menurut bentuknya, penelitian ini tergolong dalam Field Research 
Kualitatif. Sedangkan dari jenisnya, penelitian tersesut berjenis deskriftif. 
Penelitian deskriftip merupakan penelitian yang berusaha bagaiamana 
mendeskripsikan adanya suatu  peristiwa  dan kejadian yang terjadi saat ini. 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian tersebut akan dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten 
Bulukumba, Jalan Srikaya Boeloekoemba, Sulawesi Selatan. Alasan memilih 
lokasi tersebut karena, penulis ingin mencari tau dan ingin mengetahui apakah 
Dinas Sosial telah menerapakan sistem rehabiliatasi terhadap pecandu dan 
mantan pengguna narkoba. Serta pada daerah tersebut, terdapat banyaknya 
jumlah pemakai narkoba, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan 
Normatif Empiris, hal tersebut dilakuakn dengan cara menelah peraturan dalam 
perundang-undangan yang berlaku di dalamya dan meneliti secara langsung ke 
lapangan. Adapun peraturan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut 
adalah UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,  dimana terdapat dalam Pasal  
111 sampai dengan Pasal 148 yang didalamnya mengatur tentang “Ketentun 
Pidana” didalamnya terhadap Pelanggaran, peredaran, dan penggunaanya yang di 




C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian tersebut adalah 
data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara 
melakukan proses wawancara : 
 kepada Kepala Dinas Sosial, Kasi Rehab Tuna Soial dan Korban 
Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Nafza, Staf Dinas Sosial 
bagian pekerja sosial perlindungan anak. 
2.  Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang berupa referensi yang sesuai dengan 
masalah yang diangkat. Adapun referensi yang dimaksud dalam data 
sekunder ini adalah, berupa buku (cetak maupun elektronik), sumber-
sumber hukum tertulis serta artikel (online maupun offline). 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam metode ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan 
data, antara lain: 
1. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan pihak yang berhubungan 
dengan masalah penelitian guna memperoleh sebuah data yang dibutuhkan 
dalam melakukan penelitian sebagai suatu pembuktian dalam mendapatkan 
sebuah informasi atau keterangan yang didapatkan sebelumnya.39 
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Dalam Bidang Kesehatan, ( Yogyakarta Nuhamedika, 2016 ), h.61. 
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2. Observasi adalah sebuah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara 
sistematis dengan melihat, mengamati dan mencatat pembicaraan terhadap 
gejala yang diamati guna memperoleh data primer penelitian.40 
3. Dokumentasi adalah sebuah pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan 
terhadap informasi-informasi  bukti maupun keterangan  (gambar, kutipan, 
dan referensi lainya) sebagai suatu data yang mendukung penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian itu sendiri, adapun 
alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 
1. Observasi  
Yaitu kuesioner yang digunakan dalam melakukan proses observasi. 
Pertanyaan yang di isi dalam kertas kuesioner ini di isi berdasarkan hasil 
dari obsevasi lapangan. 
2. Wawancara 
Yaitu kuesioner yang digunakan dalam melakukan wawancara langsung 
dengan pihak yang berhubungan. Pertanyaan didalam kertas kuesioner ini 
di isi oleh pewawancara berdasarkan jawaban yang diberi oleh responden  
disaat melakukan wawancara. 
3. Buku cacatan dan pulpen. 
4. Handpone atau alat perekam 
Kedua alat berfungsi  untuk memotret serta merekam segala bentuk 
aktivitas dalam melakukan kegiatan penelitian. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis data 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengolahan data, yaitu: 
1. Reduksi Data merupakan proses dimana mengubah data kedalam pola, 
focus kategori atau pokok dalam permasalahan tertentu. 
2. Penyajian data merupakan menampilkan sebuah data dengan melakukan 
cara memasukkan data dalam bentuk apa yang diinginkan seperti misalnya 
memberikan penjelasan dan analisis. 
3. Pengambilan kesimpulan merupakan mencari kesimpulan mengenai data 
yang reduksi dan data yang disajikan. 
Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Hasilnya dapat 
disajikan secara deskriptif yang artinya merupakan penelitian ini dideskriftikan 
dalam bentuk penjelasan dan urian kalimat yang mudah di pahami serta dibaca 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba 
1.  Letak Geografis 
Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat 
demensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng Lompobattang, 
dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten bulukumba terletak di ujung 
bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan suatu 
industri yaitu perahu pinisi. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1,154,67 km2 
dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekisar 155 Km, kemudian secara geo
  grafisnya Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5 20” 
sampai 5     lintang selatan dan 119     sampai dengan 120     Bujur Timur. 
Dalam kota Bulukumba terdapat suatu Instansi yaitu Dinas Sosial yang 
terletak di tengah-tengah Kota Bulukumba, yang terletak di Jalan Serikaya 
Nomor 11 Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu.  
2.  Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba 
a.  Visi 
 Untuk menghadapi tantangan, persaingan dan tuntutan masyarakat akan 
pelayanan yang baik serta perubahan kondisi ke depan yang akan dihadapi serta 
adanya kewenangan daerah Kabupaten Bulukumba yang luas, perlu adanya 
antisipasi secara dini oleh instansi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba agar tetap 
eksis dan unggul, sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat. Untuk itu Dinas Sosial 
Kabupaten Bulukumba perlu memiliki Visi. 
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Visi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sebagai lembaga pelayanan 
Publik di Bidang Pembangunan Kesehjateraan Sosial dan adalah : 
Terwujudnya Keesehjateraan Sosial Masyrakat Bulukumba melalui penanganan 
dan pelayanan pembangunan Kesehjateraan Sosial dan yang Profesional dan 
Berkualitas.41 
 Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba di atas maka Dinas 
Sosial Kabupaten Bulukumba menjabarkan kedalam misi. 
b.   Misi 
1. Pemerataan pembangunan kesehjateraan sosial dalam lingkungan kualitas  
hidup penyandang masalah kesehjateraan sosial. 
2. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia dan 
mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial. 
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan 
kesehjateraan sosial. 
4. Mencegah, mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial dan 
dampak yang ditimbulkan. 
5. Pengembangan pelayanan masyarakat yang propesional. 
3. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba 
a. Tujuan  
Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial dan yang 
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba memiliki tujuan sebagai 
berikut : 
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1. Terciptanya kesehjateraan sosial yang lebih mandiri dan merata dalam 
kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. 
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas dan 
propesional dalam upaya mengembalikan fungsi sosial Penyandang 
Masalah Kesehjateraan Sosial. 
3. Semakin melembaganya usaha kesehjateraan sosial masyarakat dan 
semakin profesionalisme serta menjangkau sasaran program yang luas. 
b. Sasaran 
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten 
Bulukumba, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan 
pembangunan bidang kesehjateraan sosial adalah : 
1. Pembinaan kepada kelompok usaha bersama ( KUBE) dan perbaikan rumah  
tidak layak huni bagi keluarga miskin. 
2. Pemberian bantuan kesehjateraan sosial kepada Janda Pahlawan, Veteran 
dan warakauri dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan 
kejuangan. 
3. Pelayanan dan penyantunan kepada penyandang masalah lanjut usia 
terlantar baik melalui dalam Panti maupun luar Panti. 
4. Pembinaan kepada anak terlantar, anak jalanan, anak cacat melalui Panti  
 maupun non Panti. 
5. Rehabilitasi Sosial kepada korban bencana alam dan PMKS Tuna Sosial 




6. Rehabilitasi Sosial kepada Penyandang Cacat baik melalui Panti maupun 
Luar Panti. 
7. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Sosial, Karang 
Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat dan Pilar Partisipasi Kesehjateraan 
Sosial Masyarakata (Taruna Siaga Bencana).42 
Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba 
    Tabel 1 
  STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN 
BULUKUMBA 
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B. Peranan Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi mantan pengguna  narkoba 
di Kabupaten Bulukumba. 
 Sesuai dengan tujuan dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba 
tentang Kesehjateran Sosial, maka Kesehjateraan Sosial mempunyai tujuan   
pembangunan yaitu terwujudnya suatu tata kehidupan serta penghidupan yang 
memungkinkan bagi setiap Warga Negaranya untuk mengadakan suatu usaha dan 
memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu perorangan, keluarga, kelompok  dan 
komunitas masyrakat dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan nilai soial 
budaya yang tercermin dalam suatu wujud serta meningkat dan berkembangnya 
kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. 
Dalam melaksanakan suatu tugas pokok, maka Dinas Sosial mempunyau 
suatu fungsi yaitu: 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial. 
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial. 
c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidan sosial. 
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang sosial. 
e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis 
(UPT) dinas. 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan 
fungsinya. 
Dalam hal tersebut mengenai Dinas Sosial, menurut Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 mengenai Kesehjateraan Sosial dalam 
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Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kesehjateraan Sosial merupakan dimana 
terpenuhinya kondisi, terpenuhinya kebutuhan baik itu dari segi material, 
spiritual dan sosial warga Negara agar dapat menjalani hidup yang layak dan 
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 
Kemudian dalam bunyi Pasal 1 Ayat 2 tentang Penyelenggaran Sosial 
merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan suatu 
Pemerintah, baik itu Pemenerintah serta masyarakat dalam bentuk pelayanan 
sosial guna dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang 
meliputi: 
a. Rehabilitasi sosial. 
b. Jaminan sosial. 
c. Pemberdayaan sosial. 
d. Perlindungan Sosial. 
   Maka dalam Pasal 3 Kesejahteraan Sosial melakukan penyelenggaraan 
dengan tujuan: 
a. Meningkatkan taraf kesehjateraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. 
b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. 
c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan 
menangani masalah kesehjateraan sosial. 
d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia 




e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 
penyelenggaraan kesehjateraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. 
f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesehjateraan sosial.43 
Maka dari itu agar terwujudnya suatu tujuan dari Kesehjateraan Sosial 
tersebut, maka Dinas Sosial merupakan selaku perwakilan Pemerintah Daerah 
mengenai Kesehjateraan Sosial melakukan suatu kegiatan  sesuai dengan Visi 
dan Misi, tugas, pokok dan fungsi kerja di Bidang pelayanan masing-masing, 
yang sesuai denagn Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 78 Tahun 
2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Sususunan Organisai dan Tata 
Kerja Dinas Sosial Bulukumba, kemudian dalam hal tersebut mengenai 
rehabilitasi sosial, Bidang rehabilitasi sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, yang 
dalam melaksanakan  tugasnya maka harus bertanggung jawab kepada kepala 
bidang. 
Terkait dengan peranan Dinas Sosial dalam upaya melakukan rehabilitasi 
sosial, sangatlah dibutuhkan perananya dalam pemberian layanan yang baik, 
khususnya dalam menangani proses rehabilitasi pada pengguna narkoba dan 
mantan pengguna narkoba tersebut. Sebab hal tersebut bukan lagi masalah kecil, 
tetapi sudah menjadi masalah besar, sebab dalam kondisi seperti ini tingkat 
pemakai, pengedar di Kabupaten Bulukumba sudah tergolong tinggi, hal ini 
berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Sosial Bulukumba sebagai berikut : 
Data Tingkat Pemakai Narkoba di Kabupaten Bulukumba dari tahun ke 
tahun. 
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 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang kesehjateraan sosial. 
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     Tabel 2 
1. Data tahun 2016 




                 127 orang 




Sumber : Dinas Sosial, Kasi Rehab Tuna Soial dan Korban Perdagangan Orang  
dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019 
  Pada tahun 2016, jumlah kasus narkoba di Kabupaten Bulukumba 
sebanyak 74 kasus, jumlah pemakai, pengedar, dan Bandar sebanyak 127 orang, 
diantaranya perempuan sebanyak 8 orang dan laki-laki senyak 111 orang. 
Tabel 3 
2. Data tahun 2017  
Jumlah Kasus Jumlah Pemakai,Pengedar Wanita Laki-laki 
 
   62 kasus 
 
                 118 orang 




Sumber: Dinas Sosial, Kasi Rehab Tuna Soial dan Korban Perdagangan Orang  
dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019 
  Pada tahun 2017 jumlah kasus narkoba mengalami penurunan sebanyak 
62 kasus, jumlah pemakai, pengedar, dan Bandar mengalami penurunan dari 127 
menjadi 118 orang, tetapi pengguna pada wanita  mengalami peningkatan dari 8 
orang menjadi 19 orang, namun pengguna pada laki-laki mengalami penurunan 




3. Data tahun 2018 
Jumlah Kasus Jumlah Pemakai,Pengedar Wanita Laki-laki 
 
   47 kasus 
 
                79 orang 




Sumber : Dinas Sosial, Kasi Rehab Tuna Soial dan Korban Perdagangan Orang  
dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019 
  Pada tahun 2018 jumlah kasus narkoba makin mengalami penurunan 
sebanyak 47 kasus, dan jumlah pemakai, pengedar, dan Bandar, semakin 
mengalami penurunan dari 118 menjadi 79 orang, jumlah pengguna pada wanita 
kini kembali lagi mengalami penurunan setelah mengalami peningkatan dari 19 
orang menjadi 6 orang, dan pengguna pada laki-laki juga semakin mengalami 
penurunan dari 99 orang menjadi 64 orang. 
Tabel 5 
       4. Data tahun 2019 









Sumber : Dinas Sosial, Kasi Rehab Tuna Soial dan Korban Perdagangan  Orang  
dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019 
  Pada tahun 2019 jumlah kasus semakin mengalami penurunan menjadi 8 
kasus, jumlah pemakai, pengedar, dan Bandar juga semakin menurun dari 79 
0rang menjadi 10 orang, pengguna pada wanita juga semakin mengalami 
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penurunan dari 6 orang menjadi 1 orang, dan pengguna pada laki-laki juga 
semakin mengalami penurunan dari 64 orang menjadi 9 orang. 
  Pada table diatas dapat kita lihat bahwa kasus narkoba di Kabupaen 
Bulukumba mulai dari tahun 2016 samapai pada tahun 2019 mengalami 
penurunan drastis, jumlah pengedar, pengguna, juga makin mengalami penurun 
dari tahun ketahun, tetapi pada tingkat pengguna pada wanita pernah mengalami 
sekali peningkatan pemakai yaitu pada tahun 2017 sebanyak 19 orang dari tahun 
sebelumnya, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 samapi 
2019, dan pengguna pada laki-laki dari tahun ketahun makin mengalami 
penurunan. 
  Maka berdasarkan data yang diberikan Dinas Sosial kepada Peneliti 
menunjukan bahwa mengenai permasalahan narkoba mengalami tingkat 
penurunan dari tahun 2016 samapi tahun 2019, hal tersebut dapat dilihat dari data 
yang dicantumkan diatas. Meskipun penggunaanya mengalami penurunan, tetapi 
tetap saja Kabupaten Bulukumba tetap tidak mengurangi predikat, karena 
Kabupaten Bulukumba masuk kedalam tingkat 3 (tiga) mengenai permasalahan 
narkoba.  
  Dalam upaya rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial belum mencapai 
hasil yang baik, sebab Dinas Sosial tidak melakukan perananya dalam melakukan 
rehabilitasi, hal tersebut dilihat dari proses wawancara dan data yang diberikan  
Dinas Sosial kepada penulis, Dinas Sosial hanya memberikan data terkait pada 
pengguna dan pengedarrnya saja dan bukan data mantan pengguna narkoba yang 
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telah di rehabilitasi. Dinas Sosial hanya melakukan bentuk kerja sama dengan 
lembaga dan kantor instansi lainya,  
  Martha Thalib. S.Sos mengemukakan bahwa Dinas Sosial melakukan 
upaya rehabilitasi pada pengguna narkoba mantan pengguna narkoba dalam 
bentuk ; 
1. Memberikan penyuluhan sekaligus sosialisasi dengan mengundang  
tokoh masyarakat, anak sekolah, anak putus sekolah. Dalam  sosialisasinya 
disampaikan tentang masalah narkoba dan mengenai rehabilitasi baik pada 
pecandu narkoba dan pada mantan pengguna  narkoba. 
2. Melakukan pengunjungan dari rumah kerumah, dengan melakukan 
pendataan kepada orang yang pernah menggunakan narkoba serta ingin 
melakukan rehabilitasi. 
Meskipun demikian menurut Martah Thalib. S.Sos  mengatakan bahwa 
selama  bertugas di Dinas Sosial belum ada yang melakukan Rehabilitasi. Tetapi 
Dinas Sosial hanya melakukan kerja sama dengan: 





 Penulis juga melakukan wawancara kepada Syarifuddin, S.Sos, M.AP  
yang mengemukakan bahwa Dinas Sosial melakukan upaya rehabilitasi mantan 
                                                           
44
 Martha Thalib. S.Sos, (Umur 48), Kasi Rehab Tuna Soial dan Korban Perdagangan 
Orang dan Korban Penyalahgunaan Nafza, Wawancara, tanggal 5 Maret 2019 
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pengguna narkoba dalam bentuk pembinaan yang proses hukumnya telah 
ditangani oleh Polres yang apabila mereka masih bisa dibina dan direhab. Karena 
proses pembinaan ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena 
dengan adanya pembinaan rehabilitasi kepada EKS atau mantan pengguna 
narkoba, nantinya dapat kembali dan dapat diterima oleh keluarga dan 
masyarakat setempat. Maka dari itu hal yang ditegaskan oleh kepala dinas agar 
supaya Dinas Sosial berupaya dapat memberikan bantuan dengan memberikan 
bantuan peralatan yang kiranya merekah ahli dalam bidang tersebut, misalnya 
mesin perbengkelan. Dalam hal kelembagaan yang bekerjasama dengan Dinas 
Sosial dalam melakukan upaya rehabilitasi yaitu, Kepolisian, Panti Rehabilitasi 
yang ada di Makassar, Lapas.45 
Selain itu Penulis melakukan Wawancara kesalah satu staf di kantor 
Dinas Sosial kepada Andi Pajeria Dwi Nasari, S.Sos mengemukakan bahwa, 
upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi kepada mantan 
pengguna narkoba adalah, dengan memberikan rujukan rekomendasi untuk di 
rehabilitasi di IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) LKS yang bermitra dengan 
Kementrian Sosial, jadi mantan pengguna direhab di tempat tersebut, yang 
terletak di Makassar.46 
Peneliti menilai bahwa Dinas Sosial harus lebih berperan lagi dalam 
melakukan proses tahap rehabilitasi, terutama harus melakukan kerja sama yang 
                                                           
45
 Syarifuddin, S.Sos, M.AP, (Umur 54), Kepala Dinas Sosial, Wawancara,  tanggal 5 
Maret 2019 
46
 Andi Pajeria Dwi Nasari, S.Sos, (umur 34), Wawancara, Pekerja Sosial Perlindengan 
anak,  tanggal 5 maret 2019. 
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efektif dengan lembaga atau instansi yang menaungi rehabilitasi tersebut, apabila 
Dinas Sosial tidak melakukan rehabilitasi setidaknya instansi tersebut dapat 
melakukan kegiatan kerja sama dalam pemberian proses rehabiliatsi dalam 
bentuk pengontrolan. Agar bagi para pengguna narkoba dan mantan pengguna 
narkoba dapat mendapatkan proses perubahan hidup dalam dirinya, seperti apa 
yang telah di katakan dari sumber yang dimintai keterangan 
a. Bentuk kegiatan rehabilitasi Polres Bulukumba 
Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan Polres yang bekerja  sama dengan 
Dinas Sosial dalam melakukan proses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba 
dan mantan pengguna narkoba adalah: 
1. Melakukan pembinaan 
 Kegiatan tersebut dilakukan untuk membina orang-orang yang sedang 
menjalankan proses rehabilitasi. Contoh kerajingan tangan, bertani. 
2. Diajarkan tata cara sholat dan mengaji 
Berdasarakan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu 
petugas bagian Kasat Narkoba, bentuk kegiatan tersebut dilakukan karena 
aktifitas ini merupakan bagian yang ada didalam agama islam termasuk 
ibadah dan orang yang melakukanya akan mendapatkan ganjjaran dari 
Allah, sesuai apa yang diperintahkan oleh agama islam untuk mengerjakan 
sholat dan mempelajari al-quran dan mengajarkanya, dan selain itu ketika  
mereka yang telah menjalankan proses rehabilitasi telah dikembalikan 
dalam lingkup keluarga dan masyarakat maka mereka akan menerapkannya 
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dan mengerjakan hal tersebut, maka dari itu bentuk kegiatan tersebut harus 
diberikan. 
3. Bimbingan rohani 
 Bimbingan rohani dilakukan agar mereka yang menjalani proses rehabilitasi 
tidak kesal dan merasa bosan, tetapi sabar dan tawwakkal , agar proses 
rehabilitasi dapat menjadikan mereka lebih baik dari sebelumnya. 
b. Bentuk pengontrolan Dinas Sosial terhadap proses rehabilitasi di Polres   
Bulukumba. 
Adapun bentuk pengontrolan yang dilakukan Dinas Sosial pada pengguna 
narkoba dan mantan pengguna narkoba dalam proses rehabilitasi yang 
dilakukan polres, Menurut Martha Thalib. S.Sos : 
1. Melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan 
rehabilitasi, kemudian setelah itu barulah pihak dari Dinas Sosial bisa 
menemui orang-orang yang sedang menjalankan rehababilitasi. 
2. Apabila proses rehabilitasinya telah selesasi maka Dinas Sosial akan 
meninjau kembali, sekiranya ketika mereka tidak mempunyai kegiatan atau 
pekerjaan dan lain-lain Dinas Sosial bisa menguupayakan untuk 
membrerikan bantuan usaha sesuai keterampilan yang mereka miliki. 
Sesuai dengan visi dan misi serta tugas dan fungsi Dinas Sosial 
Kabupaten Bulukumba terkhus pada seksi rehabilitasi mengenai korban 
penyalahgunaan Nafza sudah melakukan pembinaan dengan memberikan proses 
rehabilitasi kepada penyalahgunaan Nafza dan mantan pengguna narkoba dengan 
bekerja sama kepada Instansi dan kantor. 
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Tetapi dari program kerja terkait dalam Rehabilitasi terhadap korban 
penyalahgunaan Nafza dan mantan pengguna narkoba belum melakukan hal 
tersebut, karena Dinas Sosial belum melakukan proses rehabilitasi langsung 
kepada para korban penyalahgunaan Nafza dan mantan pengguna narkoba itu 
sendiri dalam lingkungan Instansi tersebut. 
Hal tersebut dikatakan karena fakta yang didapat dilapangan, bahwasanya 
didalam lingkungan Dinas Sosial tidak ada bentuk kegiatan dalam proses 
rehabilitasi yang dilakukan. Maka dari itu Dinas sosial hanya menetapkan 
aturanya saja namun secara fakta dalam kerjanya belum di terapkan. 
Sebagaimana tujuan dari pembentukan pedoman Peraturan Mentri Sosial Nomor 
22 tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan 
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. 
C. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam melakukan 
rehabilitasi terhadap mantan pengguna narkoba. 
 Dinas Sosial merupakan Instantsi yang dapat melakukan gerakan moral 
yang dapat membangun kesadaran para pengguna narkoba dan mantan pengguna 
narkoba dalam pemberian rehabilitasi yang dilakukan oleh bagian kasi rehab 
penyalahgunaan Nafza, sebab narkoba masuk kedalam masalah sosial yang dapat 
mengganggu ketenangan hidup baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan 
sekolah.  
 Disamping fungsi Dinas Sosial telah dijalankan dan sudah bekerja dengan 
maksimal dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap pecandu dan mantan 
pengguna narkoba, dengan adanya beberapa faktor pendukung diantaranya: 
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1. Adanya lembaga atau instansi dalam melakukan kerja sama dalam 
melakukan rehabilitasi. 
2. Telah ada dasar hukum atau peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati 
Bulukumba Nomor 78 tahun 2016 yang membahas tentang kedudkan, 
tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten 
Bulukumba. 
  tetapi dalam melakukan proses rehabilitasi tidak bisa dijalankan oleh 
Dinas Sosial bagian Kasi Rehab Nafza, karena terdapatnya beberapa faktor yang 
tidak mendukung untuk melakukan proses rehabilitasi tersebut. 
 Faktor yang menjadi penghambat terhadap peranan Dinas Sosial 
Kabupaten Bulukumba dalam melakukan rehabilitasi mantan pengguna narkoba, 
yaitu: 
1. Tidak adanya bangunan, dan panti khusus rehab untuk melakukan 
pemberian rehabilitasi baik kepada pecandu narkoba dan mantan pengguna 
narkoba. 
Bangunan merupakan tempat utama yang harus disiapkan terlebih dahulu 
ketika hendak melaksanakan suatu kegiatan. Sebab ketika tempat tersebut 
tidak ada, maka kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terhambat dan 
gagal. Seperti apa yang dialami oleh Dinas Sosial, pemberian rehab kepada 
mantan pengguna narkoba tidak bisa dilakukan sebab didalam lingkungan 
Dinas Sosial tidak ada tempat atau bangunan khusus untuk melaksanakan 
kegiatan tersebut. Seperti apa yang telah dikemukana oleh 
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Syarifuddin, S.Sos, M.AP mengemukakan 47  
“ Rehabilitasi tersebut tidak dilaksanakan didalam wilayah Dinas Sosial 
karena terbatasnya bangunan sehingga tidak mendukung untuk 
melakukan hal tersebut, serta tidak adanya panti khusus rehab untuk 
mendukung program tersebut ” 
 
2. Kurangnya tenaga kerja dalam Dinas Sosial. 
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dan kerja sama dalam melakukan  
upaya pencegahan Nafza. 
 Andi pajeria Dwi Nasari, S.Sos mengemukakan bahwa48 
“ Terkadang masyarakat kurang minat dalam mengikuti sosialisai terkait 
dengan Narkoba tersebut, sehingga menimbulkan kurangnya informasi 
yang didapat, serta terkadang masyarakat yang pernah menggunakan 
narkoba identitasnya tidak ingin diketahui sehingga Dinas Sosial juga 
kesulitan untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan proses 
rehabilitasi ini “ 
 
4. Belum adanya pembentukan kantor BNK (Badan Narkotika  
 Kabupaten) 
 BNK merupakan kantor yang didirikan didalam Kabupaten, sebagai 
lembaga pemerintah non dapartemen ditingkat Kabupaten atau Kota yang 
menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika. Seperti apa yang dikatakan oleh Kasi Rehab korban 
penyalahgunaan Nafza Martha Thalib, S.Sos mengemukakan bahwa : 
 ” Seharusnya pembangunan BNK ini harus ada dalam setiap kabupaten, 
agar semua yang berkaitan dengan narkoba dapat diproses ditempat tersebut 
serta dalam melakukan proses rehab juga bisa dilakukan dalam tempat 
tersebut “ 
 
                                                           
47Syarifiddin, S.Sos, M.AP, kepala Dinas Sosial (umur 54), Wawancara, pada tgl 5 
Maret 2019. 
48
 Andi Pajeria Dwi Nasari, S.Sos, pekerja sosial perlindungan anak (umur 34), 
Wawancara, pada tgl 5 Maret 2019. 
 56 
 
5. Minimnya anggaran dana  
 Anggaran dana merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam melakukan 
suatu kegiatan, seperti yang dialami oleh salah satu instansi dalam 
menjalankan sebuah program kerjanya, hal tersebut tidak dilakukan sebab 
dana ini menjadi masalah dalam menjalankanya proses rehabilitasi. 
Sehingga penulis menilai bahwa rehabilitasi pada pengguna narkoba dan 
mantan pengguna narkoba tidak dilakukan sebab ada beberapa faktor yang 
menjadi penghambat dalam melakukan hal tersebut, selama penulis melakukan 
penelitian di lapangan bahwa secara fakta yang dilihat,  memang didalam 
lingkungan Dinas Sosial kondisi bangunanya tidak ada tempat untuk melakukan 
proses Rehabilitasi ini, sebab bangunanya yang masih terbatas, fasilitasnya yang 
tidak mendukung ditambah lagi dengan kurangnya tenaga kerja dibagian 
rehabilitasi ini. 
Berdasarkan pada pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 
35 tahun 2009, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, 
baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut dapat menimbulkan penurunan 
atau peubahan kesadaran, menghilangkan, mengurangi hingga menghilangkan 
rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiktif.  
Mantan pengguna narkoba adalah dimana seseorang yang telah sembuh 
dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis, berhenti 
memakai, mengkomsumsi semua jenis zat yang dapat memberikan efek yang 
menjadikan seseorang ketergantungan pada obat tersebut. 
 57 
 
Berdasarkan masalah narkotika terutama orang yang pernah 
menggunakan obat tersebut, memang perlu adanya tindakan dalam mengatasi hal 
tersebut, sebagaimana peranan dinas sosial bagian Kasi Rehab Korban 
Penyalahgunaan Nafza, Dinas Sosial memang seharusnya melakukan suatu  
upaya, dengan langsung memeberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait 
bahayanya narkoba dalam kehidupan dan perlunya proses rehabilitasi baik pada 









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh oleh peneliti, 
yang menyangkut tentang peranan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba terhadap 
rehabilitasi mantan pengguna narkoba, maka dapat disimpulan bahwa. 
1. Peranan Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi mantan pengguna  narkoba 
di Kabupaten Bulukumba adalah : 
Dinas Sosial belum melakukan perananya dalam melakukan rehabilitasi 
kepada mantan pengguna narkoba dan pecandu narkoba. Dalam melaksanan 
peranan rehabilitasi tersebut,  
2. Dinas Sosial  Kabupaten Bulukumba mempunyai faktor kendala yaitu: 
Hal tersebut tidak dapat terlaksana, sebab terdapanya kendala atau suatu 
faktor sehingga pemberian rehab tidak terlakasana. Tidak adanya 
bangunan dan panti khusus rehab didalam lingkungan Dinas Sosial. 
B. Saran  
1. Perlunya pembangunan dan panti khusus rehabilitasi sosial penyalahgunaan 
narkoba dan mantan pengguna narkoba milik pemerintah (Dinas Sosial). 
2. meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya 
penyalahgunaan narkoba (Nafza), Melakukan pertemuan yang rutin antara 
Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dengan berbagai macam instansi yang 
memiliki tugas dibidang Nafza terkhusus dengan Dinas Kesehatan, 
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Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri guna dalam membahas 
senegritas dalam upaya pencegahan, penanganan penyalahgunaan Nafza. 
3. Dinas Sosial berperan aktif dalam pemberian pelayanan rehabilitasi sosial 
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